
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai 
Aparatus Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan 
disiplin kerja dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah, telah diberikan tambahan penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tana Tidung berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung 
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian 
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan 
penambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dan untuk 
efisiensi penggunaan belanja pegawai pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana doimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 Tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil 
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4750);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan 
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
128);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan 
Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 656);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 
Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 
Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai 
berikut:



Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Selain ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada:

a. ASN pusat atau ASN daerah lain yang 
dipekerj akan / diperbantukan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

b. ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan 
kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan 
singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, 
bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, 
magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai 
swasta;

c. ASN yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan 
kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat 
pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 
50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang 
diterima pada bulan berkenaan;

d. ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan

e. ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, dan 
cuti karena alasan penting serta cuti melahirkan anak 
pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi 
ASN;

f. ASN yang melaksanakan Cuti Besar dikenakan 
pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) dari 
besaran TPP yang dikenakan pada bulan berkenaan;

g. Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 60% (enam 
puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan 
jabatan yang didudukinya;

h. Setiap PPPK dapat diberikan TPP sesuai dengan 
kemampuan keuangan Daerah;dan

i. ASN yang pindah wilayah keija ke lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana 
Tidung.

Ditetapkan di Tana Tidung 
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI TANA TIDUNG

Diundangkan di Tideng Pale 
padatanggal 9 Januari 2024

RAH KABUPATEN TANA TIDUNGSEKRETARI

A DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 HONOR '1
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